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ABSTRAK

Dengan pindahnya ibukotz Kabupaten Apgam dan Bukittinggl ke Lubuk
Basung tangpal 19 Juli 1993 secara de facto assel yang ditinggalkan berupa eks
Kantor Bupatl Agam yang berlekasi di dekat jam gadang, dilirik oleh investor untuk
menanamkan madalnya diatas tanah tersebut puna dikelola dan dimanfaatian sebagai
tempat usaha, Berdasarkan vraan distas diternukan permasalaban yvang menank
untuk dibahas dan dikaji yaitu bagaimana perencanaan pemanfastan muang di lokasi
eks Kantor Dupati Agam di Bukittinggl, bagaimana pelaksapaan kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten dengan PT. Barettamuda Pratama. permasalahan apa yang
dihadapi Pemerintalh Kabupaten Agam dengan PT. Barettamuda Pratama dalam
mercalisasikan penangian, upava apa yvang dilakukan dalam menyelesaikon senghela
vang dibadapi Pemerintah Kabupaten Agam dengan PT. Barettamuda Pratama. Untuk
memperoleh data vang  akwsat, dipunakan metode  penelitian melalui metods
pendekatan yuridis sosielogis, Sampel penclitian vang diambil adalah Pemerintab
Kabupaten Acam sebapgai pemilik asset, Pemerintah Kota Bukitinggl vang memibliki
wilavah admimisiratif dan PT. Barettamudn Pratoma sehagan imvestor, Data vang
digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data primer dan sekander dengan
teknik pensumpulan data berupa studt kepustakaan dan wawaneara, selanjutnya data
tersebut dinleh dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, Dar penclitian yang
dilakukan dapat ditarik kesimpulan. bahwa perencanaan pemanfastan ruang pada
lokasi tersebut sebapai tempat pusat perhelanjaan, Dalam pelaksanaan kerjasama
antara Pemerntah Kabupaten Apam dengan PT. Barcttamoda Pratama  timbul
permasalaban dari DPRD periode 2004-2009 dengan meminta kepada Pemerintah
Kabupaten Agam supava pembangunan plazs dihentikan, Adapun permasalaban
pokok dihadapi Pemerintab Kabupaten Apgam dengan PT. Barettamuda Pratama
dalam  merealisasikan  perjamjian belum  mendapay persetgjuan DPRDTY dan
pembangunan terhentt karena perkara perdata dalam proses peninjavan kembali.
Beriik tolak dari masalah diatas penyelesaian ditempuh oleh kedua pthak adalah
rapal denpar pendapat antara Pemermtah Eabupalen Apam o PT. Baretlameda
Pratama  dan DPRD Kab.Apam. Guna terdapat pandangan yang sama dalam
merealisasikan peranjian ini Pemerintah Kabupaten Agam meminta bantean tenaga
ahli baik dar tenaga ahli Pemenntah Draerah mavpun tenaga ahli dan Perguran
Tinppi, seperti Universitas Andalas Padang dan Universitas Gajahmada Yogyakarta
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FPENDAHULLUAN

A. Latar Belakang

Dengan pindalnye ihukola Kabupaten Agam dori Bukitingsi ke
Lubuk Basung tangpal 19 Juli 1993 sccara de jacto, assel yang ditingealkan
berupa eks kentor Bupati Apam vang terletak di jantung Kota Bukittingg
tepatnya dekat Jam Gadang di jzlan AL Yani Momoer |, dilirik olch investor untuk
menanamkan modalnya diglas tanah tersebut guna dikelola dan dimanfatkan
sebagal tempal usaha Salah satu permohonan investor yang mendapat respon cleh
Pemerintah Kabupsten Apam adalah permohonan dari CV. Trampil dengan
Direktumya Syafril Sutan Malenggang, dan mercka sepakatl untuk sama-sama
mengikatkan diri dalam suatu kontrak yang dibust dibawah tangan sesuai denpsn
surat Perjanjian Noamaor 0HUKPERI-1995 tanpgal 6 April 1995, Berdasarkan
pasal 1313 KU Perdata ' menyatakan babwa © Suaty persetujuan adalah suzta
perbualan dengan mana satu crang atau lebih mengikatkan diri lerhadap satu
arang ala febih™, Bumusan tersebut menyvebutkan bahwa suatu perjanjian adalab.
| suatu perbuatan, 2. antara sekurang-kurangnya dua orang etaw lebih dua orang,
1. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pibak-pihek vang berjanji
Agar dapat berhasi] dan berdayaguena dalam pengelolaan asset tersebut, maka CV.

Trampil mengaiok 18 Tariadi, BE sebapgai mita usahanya,

"R Subekri, dki, KUH Perdata Pradnya Paramia, Jukarta 1981, hal M_
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Dengan adanya kerjasama antara CV. Trampil dengan H, Hariadi, BE,
mraka CV. Trampil meleburkan diri, sehingpa mercka memberi nama perusahaan
baru mercka adalah 1L Trampiltama Agam Putra yasg diboat dihadapan 16
Famm, 5H, Motaris di Padang dengan akts Nomor 416 tanggal 12 April 1995 dan
sehagai Dircktur Uamanya adalah H. Hariadi, BE dan Direktur adalah Syafeil St
Malenggang, Akibat kerjasama tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Asam
sepakal uniuk membuat perjanjian baru dengan PT. Trampiltama Agam Putra
denpgan Momer OLTIURPERI-1995 tanggal 17 April 1993, yang dikuatkan
dengan Surat Keputusan Bupati Agam No. SELIS8/90/HUK-1995 tangeal 25
Apeil 1883, don mencaebut perjanjian terdahulu. Berdasarkan perjanjian vang
dibuat antara Pemerintsh Kabupaten Agam dengan PT. Trampiltama Agam Putra,
mengisyvaratkan bahwa dalam memanfaatkan asser tersebut T, Trampiltama
Agarn Putra barus memberikan imbalan kepada dacrah sebesar Rp. 530,000.000.-
uniuk selama perjanjian berlangsung. Namuon koewajiban tersebut hanya dapat
dipenuhi aleh PT. Trampiltama Agam Potra hanva sebesar Rp. 265,000,000, -
Kewajiban yung belum terealisin, maka Pemerinah Kabupaten Agam menegur dan
mempeningati perusahaan tersebul secara pat, namun legursn tersebut idak
diindahkannya, Untuk menyelesaikan persoalan ing, Pemerintzh Kahupaten Agam
mengadaken musyvawarah dengan Direkter Utama PT. Trampiltama Agam Puera.
Berdasarkan hasil musyawarsh terscbul, diperoleh kesepakatan unk sama-sama
mengakhiri perjanjian kerjasama vang telah disepakati. Dengan berakhimya
nerjanjian kerjasama tersehut, maka Pemerintah Dazrzh menjalin hubungan bagu

dengan "I Barettamuds Pratama tanggal 200 Pebruari 1997, dimana sepala



administrasi dan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Agam  1elah
dipenuhi. Mamun dalzm merealisic perjznjian dimaksud Pemerintah Kabupaten
Agam dengan PT. Barettamuda Pratama digugat oleh Syafil Soten Malenppang
{Dircktur PT, Trampiltama Agam Potra) di Pengadilan Neger Lubuk Basung dan
lokasi cks kantor Bupati dinyatakan dalam status quo. Dalam proses berperkara di
Pengadilan baik Pengadilan Megeri Lubuk Basung, Pengadilan Tinggi Sumater:
Barat maupun Mahkamah Agung, gugatan vang digjukan oleh Syafril St
Malengaang ditolak.

Menurut Pasat 1338 KU Perdata®*, berbunyvi * Semun persetujuan yvang
dibuat secara sah berlaku sebagar undang-undany hagi mereka vang membuatnya™
artinyva suatu perjanjian vang dibuat sccarn seh, dan tidak berentangan dengan
undang-undang, mengikal Xedoa belah pihak, Perjanjian vang dibuat it tidak
dapat ditarik kembah, keeoali dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya
ketentuen lersebul juga mengamanatkan ™ semua pecjanjion Bams dilaksanakan
dengan itikad baik, artinyva pelaksanasnnya tidak boleh bertentangan dengan asas
Kepatutan den keadilan, Sejak keloarmya Putusan Mabkamah Agung tangeal 28
Jund 2002, PT, Barettamuda Pratama selalu mendapaikan halangan dan rintangan
dalam melaksanakan  prestasinya, karena belum adunya kesepakatan untuk
mengubah peranjian dar pembangunan botel dan perkantoran menjadi pusai
perbelanjasn. Dalam melakukan perubabian perjanjian seharusnya dilakekan alch
pibak-pihak yang melakukan kontrak, namun akan hal ini pihak DPRD Kabupaten

Agam ikut campur dalam melekubon peruhaban perjanjion dimaksad.

T Subekti, dkk, Op.eit, hal 307,



Mengingat PT. Barettamuda Pratama berada pada posisi yang lemah, maka perlu
diberikan perlindungan hukum. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, akan
mencoba menganalisa dan mengkaji lebih  dalam  werhadap  kejadian vane
scbeparnya serta mencarikan jalan keluar untuk penvelessian senghcia vang

dihadapt, batk secara tearitis manpun praktis.

B. Pernmusan Masalah

Agar penulisan ini lebib terarah, maks masalah vang akan diteliti
dibatasi dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama Pemerimah Kabupaten Agam
dengan PT. Barcttamuda Pratama dalam pengelolaan asset daerab berups eks
kantor Bupati Agam untuk dijadikan pasar moderen atau plaza.

Adapun spesifik masalah vane akan diteliti adsiah:
|. Bagaimana perencamaan pemanfastan ruang pado lokasi eks Kantor

Bupati Agam di Bukittinggi ?

bRl

Begrimana pelaksanaan Kerja sama antara Pemerintzh Kabupaten Apam

dengan 1. Barettamuda Pratama 7

3. Permasalaban apa saja yang dihadapi oleh Pemerintoh Kabupaten
Agam dengen PT. Barettamuda  Pratama dalam merealisasikan
perjanjian 7

4. Upaya apakeh yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Apam dengan I Barettamuda

Pratama 7
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

A, Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pada Lokasi Eks Kantor Bupati Agam
D BuKittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen vang dipereleh dari responden
(khepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Agam), peruntukan ruang pada
kawasan eks kantor Bupali Agam, diperuntukken sehapai kegiatan pembangunan
perkantoran dan hotel, sesund denpan surat Guberner Sumatera Darat Momaor
OTIZZ6AIPERL-1996 tangeal 20 Maret 1996 tentang Izin untuk membangun
gedung Ranlor dan hotel, Sementara permohonan vang  diajukan oleh PT,
Barettamuda Pralsma adalah untuk membangun pusat  perbelanjoan atay
pertekoan. Padshal ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang ketika ite adalah
untuk kegiatan perckonamizn, Setelal perjanjian kerjasama antara Pemerintah
kabupaten Agam dengan PT. Trampiliama Agam Putra putus, vang didasaskan
ates hasil musyawarah pada tanggal 20 Desember 1996, maka PT, Barettamuda
Pratama mengajukan permohozan pada anggal 10 Januari 1997, Moment tersebur
disambut baik aleh Pemerintzh Kobupsten Agam, mengingat asset yang potensial
iu tidak boleh dibiarkan terlalu loma dalam kondisi tidak menentu, apalagi
posisinya berada pada lokasi yang sangal strategis, vakni di jantung  kota
Bukittingzi, tepatnya di Jalan A- Yani Nomor | Bukittinggi di dekat Jam Gadang,
Alas perntohonan vang digjukan oleh PT.Barettamuda Pratama, Pemerintah

Kabupaten Agam mengambil langkah konkril denpan meminta persetujuan DPRD
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PENUTUP

A, Kesimpulan
Dertitik tolak pada bab-bal terdahulu, maka dapat dismbil kesimpulan
sehagal berikut ;

I, Bahwa berdasarkan  surat  Gubemur  Sumatern  Barat  Momor
01 226V PERL-1996, pemanfaatan ruang pada lokasi eks Kantor
Bupati Agam diperuntukken sehagai pesmbangunan perkantoran dan
hotel. Sementara permohonan vang disjukan aleh PT. Bareliamuda
Pratama adalah untuk membangun pusat perbelanjaan atau pertokoan.
Selanjutnya Bupati Agam herdasarkan sural Nomor 188/ 58/HUK-2005
tanggal 31 Mei 2005 dapat menyewjui pemanfaatan areal eks kantor
Bupati Agam sebagai pembangunan pusat perbelanjasn atau plaza.

2. Bahwg perjonjion kerjasama ontarn Pemerinah Kabupaten  Agam
dengan FT. Barettamuda Pratama adalah ssh, karcna setiap alasan vang
dikemukakan olek DPRD Kabupaen  Apam  untuk menghalangi
pelaksanaan - peganjian bukanlah  menjadi tangpung  jawab P
Barettarnuda Pratama, akan tetapi itu adalah interen DPRD Kabupaten
Apam.

3. Permasalaban vang dihadapi Pemerintah Kabupalen Agam dengan PT.

Buorettamuda Pratama dalam merealisasikan adalah
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